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BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR ¢ TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
M Retribusi Daerah bagi instansi yang melaksanakan
pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas
B dasar pencapaian kinerja tertentu;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian insentif
4 scbagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur Pedoman
i pelaksanaannya;
= c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
y pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) tentang
Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953
sebagai  Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 27 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 4286);
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400 );

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

:?;r)ambahan Lembaran Negara qubhk Indonesia Nomor
)
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; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentnng Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

13.Peraturan Dacrah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun

2008 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun

2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Dacrah
Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3 (Tambahan lembaran

Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
. DAERAH.
) B BAB I
= KETENTUAN UMUM
Pasal 1
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24 9. Retribusi Dacrah, yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan Dacrah scbagai mina pembayaran atas
jasa atau pemberian  izin  fertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

10, Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan  data objek dan subjek pajak atau
Retribusi, penetuan banyaknya pajak atau retribusi yang
terutang sampai penagihan pajak atau retribusi kepada
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan
penyctorannya.

11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ,
yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi
dan /atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

12. Aparat Pelaksana Pemungutan PBB P2 adalah aparat
yang sc Jangsung terkait dengan pelaksanaan

13. Aparat

14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai
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Pasal 2
Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pljak dan

Retribusi  dilaksanakan berdasarkan asas .
kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya

tanggung jawab, kebutuhan, serta dan kondisi
. objektif daerah.

BAR I
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Penerima Insentif
. pasal 3
(1) Insentif diberikan kepada instansi Pelaksana Pemungut
. ~ Pajak dan Retribusi.
g mmmuf sbagimara dimakeud padaayat (1) secar
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